
 BERITA DAERAH KOTA CIREBON 

 
 
 

 
 

NOMOR  30                                                                            TAHUN  2013                         

 
PERATURAN WALIKOTA CIREBON  

 

NOMOR 30 TAHUN  2013 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 69                     

TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA CIREBON, 

 

Menimbang   :    a.  bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 
Tahun 2012 telah diatur Petunjuk Pelaksanaan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); 

b. bahwa  untuk  lebih meningkatkan pelayanan, daya guna 

dan hasil guna pemungutan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (BPHTB),  perlu mengubah 

Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) dengan Peraturan Walikota Cirebon; 

 

Mengingat   :      1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009              
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19                 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3987);  
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 

Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata 

Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 3339); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang 

Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak 
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4049); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan 
dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan 

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4050); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 

Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                

Nomor 4488); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib 

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5179); 

15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2008 Nomor  12 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 19); 

16. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah                        
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 

Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah                       
Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada 

Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Nomor 37); 

17. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24); 

18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2012  Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 39); 

19. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 Tahun 2012 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon                   

Tahun 2012 Nomor 69); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 69 TAHUN 2012 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  BEA PEROLEHAN 
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB). 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Walikota Cirebon Nomor 69 

Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 69) diubah 
sebagai berikut : 

(1) Wajib Pajak menyampaikan formulir SSPD yang sudah terisi kepada 
Dinas untuk diteliti dan divalidasi sebelum melakukan penyetoran ke 

Bank tempat pembayaran. 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota  ini  dengan  penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 
Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal  23 Mei 201312 
6  Agustus 2012 

WALIKOTA CIREBON, 
 

ttd, 
 

ANO SUTRISNO 

 

 
Diundangkan di  Cirebon 

pada tanggal  24 Mei 2013 
20 Nopember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 

 

 

                   HASANUDIN 

 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 3069  

 

 


